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Nomor :  1296/KP.09/06/2021 21 Juni 2021
Lampiran : satu berkas
Hal : Aktivasi Akun MySAPK Aparatur Sipil Negara

Kepada Yth. 
Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi 
di
        Tempat  

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia Pasal 1 ayat (1): "Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata
kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan
Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan
menggunakan Kode Referensi dan Data Induk", serta Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur
Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara Elektronik
Tahun 2021 Lampiran I nomor (2): “Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN
dan PPT non ASN dilakukan oleh user admin instansi SIASN paling lambat pada akhir
minggu terakhir bulan Juni 2021“.

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk mendukung
pelaksanaan pemutakhiran data mandiri maka diharapkan kepada para pegawai ASN untuk
dapat melakukan aktivasi MySAPK selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2021 dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengakses MySAPK menggunakan handphone masing-masing melalui
https://pdm-asn.bkn.go.id. Untuk pengguna android mengklik tombol “Download
MySAPK”, sedangkan pengguna iOS mengklik tombol “MySAPK web”;

2. Klik tombol “lupa password”;
3. Isikan NIP dan email yang terdaftar di LHKPN. Sistem akan mengirimkan kode token

ke email;
4. Buat password baru dan masukkan ke kolom password, kemudian masukkan kode
token;

5. Jika isian benar, maka user dapat login di MySAPK dengan password baru.
 Demikian penyampaian kami,  atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan

terima kasih.     

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.
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 MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS
NOMOR  522/2200/KP.09/06/2021

Yth : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi   
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi   
Hal : Penyampaian Edaran Aktivasi Akun MySAPK bagi para Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
        Tanggal : 17 Juni 2021  

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu

Data Indonesia dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021

tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non

Aparatur Sipil Negara secara Elektronik Tahun 2021, dan dalam rangka menindaklanjuti hasil

Sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Instansi Pusat melalui Sistem

Informasi ASN (SIASN) dan MySAPK yang telah diselenggarakan pada Kamis, 27 Mei 2021

di Hotel Fairmont; bahwa para pegawai ASN wajib melakukan aktivasi MySAPK melalui

laman https://pdm-asn.bkn.go.id sampai dengan akhir minggu terakhir bulan Juni 2021. 

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh instansi diwajibkan untuk turut serta

dalam Program Satu Data Indonesia dengan melakukan pemutakhiran data mandiri para

ASN melalui aplikasi MySAPK tahap pertama, yaitu aktivasi MySAPK pada handphone

masing-masing pegawai sampai dengan akhir bulan Juni 2021. Dikarenakan di Mahkamah

Konstitusi tidak terdapat pegawai PPPK dan PPT Non ASN, maka yang berpartisipasi hanya

pegawai PNS. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan konsep surat edaran aktivasi

MySAPK bagi para PNS di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami 

ucapkan  terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,
Teguh Wahyudi
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Kepada YM/Yth.:
1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi;
2. Ketua dan Anggota Dewan Etik;
3. Pejabat Struktural dan Fungsional;
4. Seluruh PNS, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan Pegawai Kontrak
di lingkungan Mahkamah Konstitusi

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

 NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PENUGASAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Umum 
Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam surat tugas pegawai, perlu mengatur
kembali penetapan pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. Maksud dan Tujuan 
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan pejabat penandatanganan surat
tugas pegawai dengan tujuan untuk :
1. Memberikan pemahaman yang jelas tentang pejabat penandatangan surat tugas pegawai di

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
2. Menghindari penyalahgunaan wewenang pejabat penandatangan surat tugas pegawai dan

meningkatkan akuntabilitas lembaga;
3. Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengarsipan dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintah yang baik.

C. Ruang Lingkup 
Dalam Surat Edaran ini hanya mengatur pelaksanan penetapan pejabat penandatangan surat tugas
pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
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2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi; 

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

E. Isi Edaran
1. Dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola arsip yang baik, perlu mengatur kewenenangan

pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal;

2. Surat tugas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dibuat pejabat/staf terkait secara
elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan ditandatangani secara
digital oleh pejabat yang berwenang;

3. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas pegawai adalah pejabat setingkat eselon I
dan eselon II;

4. Surat tugas pegawai yang melibatkan eselon I/setara eselon I dan/atau eselon II/setara eselon II
dan/atau eselon III/setara eselon III dan/atau eselon IV/setara eselon IV, surat tugas
ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

5. Surat tugas pegawai pejabat fungsional tertentu/khusus/umum yang melibatkan lebih dari 1 (satu)
unit kerja, surat tugas ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

6. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada butir (4) dan (5) tidak dapat dipisah dan menjadi satu
kesatuan dalam Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

7. Surat tugas pegawai pejabat fungsional tertentu/khusus/umum pada unit kerja tertentu
ditandatangani secara digital oleh pejabat eselon II pada unit kerja yang bersangkutan, setelah
mendapat persetujuan/disposisi dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

8. Penomoran surat tugas pegawai diberi nomor sesuai dengan klasifikasi tata naskah dinas yang
telah diatur di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.  

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2021
Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah
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